
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana  Pensiun  merupakan  sarana  penghimpun  dana  guna  meningkatkan 

kesejahteraan  pesertanya  serta  meningkatkan  peranserta  masyarakat  dalam 

melestarikan  pembangunan nasional  yang meningkat  dan berkelanjutan.  adanya 

Dana  Pensiun  dapat  pula  meningkatkan  motivasi  dan  ketenangan  kerja  untuk 

peningkatan produktivitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

1992, tentang dana pensiun (Pasal 19) menyebutkan bahwa: Setiap karyawan yang 

termasuk  golongan  karyawan  yang  memenuhi  syarat  kepesertaan  dalam  Dana 

Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah 

berusia  setidak-tidaknya  18 (delapan belas)  tahun atau  telah   kawin,  dan  telah 

memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, pada pendiri atau mitra 

pendiri. 1 

Dewasa  ini,  jumlah  peserta  yang  mengikuti  program  pensiun  belum 

diketahui secara jelas, kecuali peserta dari program pensiun pegawai negeri, dan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Yayasan Dana Pensiun. Pada saat ini 

baru  sebagian  kecil  perusahan  swasta  yang  sudah  menjalankan  program  dana 

pensiun. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kepedulian terhadap jaminan hari 

tua  karyawan,  baik  karena  kurang  berwawasan  terhadap  pentingnya  program 

1  Bambang Kasowo, 1992, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992, tentang dana 
pensiun, Jakarta: Sekretariat Kabinet RI
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pensiun,  ataupun  masih  kurang  mampunya  perusahaan  tersebut  untuk 

menyediakan iuran pemberi kerja. 2  

Seperti dimaklumi bahwa pensiun merupakan kesinambunan penghasilan 

hari tua yang disatu sisi pada dasarnyamenjadi hak atau merupakan kepentingan 

bagi semua orang, dan sisi yang lain merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk 

mempersiapkan  terlaksananya  perolehan  kesinambungan  penghasilan  haru  tua 

tersebut,  ketika  yang  bersangkutan  masih  berada  dalam  usia  produktif  dan 

memiliki penghasilan. Oleh karena itu, setiap orang terikat kepada keharusan atau 

kewajiban untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan program pensiun publik oleh 

pemerintah. Kewajiban tersebut tidak hanya memberikan hak untuk memperoleh 

manfaat penisiun dari program pensiun publik, tetapi juga mengharuskannya untuk 

menyisihkan penghailannya ketika masih aktif bekerja bagi pemupukan pendanaan 

program pensiun publik tersebut.  Penyisihan penghasilan tersebut dapatg berupa 

pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayar atau berupa iuran pensiun sesuai yang 

ditetapkan. 3 

Mengingat bahwa Pensiun merupakan hak setiap Pegawai Tetap Yayasan 

Lembaga Pendidikan Katolik, maka pertemuan 45 Yayasan Lembaga Pendidikan 

Katolik  memutuskan  mendirikan  “Yayasan  Dana  Pensiun  Lembaga-Lembaga 

Katolik”.  Pada  5  Maret  1974  berdirilah  Yayasan  Dana  Pensiun  (YADAPEN) 

dengan Akte Notaris Frederik Alexander Tumbuan Nomor 30; dan 16 Februari 

1977 YADAPEN disahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor: 
2  Arifianto  Alex,  2004,  Reformasi  Sistem  Jaminan  Sosial  di  Indonesia:  Sebuah  Analisis  Atas  

Rancangan  Undang-Undang  Jaminan  Sosial  Nasional  (RUU  Jamsosnas),  Jakarta:  Lembaga 
Penelitian SMERU 

3  Suharsono, 2010,  Pensiun, Tunjangan/Bonus, Pesangon, dan Uang Pengganti,  Jakarta: Info Dana 
Pensiun
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O14/MK.6/1977.  Dengan berdirinya  yayadan  Dana Pensiun  Lembaga-Lembaga 

Pendidikan Katolik, maka setiap pegawai tetap di lingkungan pendidikan di bawah 

yayasan Katolik diwajibkan ikut serta dalam program Yadapen tersebut (Anonim, 

2004: 5).

Untuk mendukung program tersebut melalui Surat Keputusan Nomor: 02/ 

YYS KAN / VII / 2010, tanggal 10 Juli 2010, menerbitkan surat keputusan tentang 

peraturan  umum  kepegawaian  bagian  persekolahan  umum  Yayasan  Kanisius. 

(Anonim, 2006: 11).

Dengan  telah  dibentuknya  Yadapen  lembaga-lembaga  Katolik,  maka 

semua Pegawai atetap di lembaga pendidikan Katolik diwajibkan untuk menjadi 

peserta  Yadapen.  STIE/ABA  Pignatelli  Surakarta  yang  merupakan  lembaga 

pendidikan  tinggi  Katolik  di  Surakarta,  sejak Tahun 1975 setiap pegawai  telah 

tercatat sebagai peserta Yadapen. Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah 

dengan  adanya  Yadapen  tersebut  mampu  mensejahterakan  pegawai  yang  telah 

purna tugas? Hal ini perlu diteliti lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  rumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah:

1. Apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  Peserta  Yadapen  lembaga-lembaga 

Pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta?

2. Bagaimana  pemenuhan  kesejahteraan  pegawai  lembaga-lembaga  pendidikan 

katolik melalui Yadapen?
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3. Bagaimana model  program kesejahteraan yang tepat dalam mensejahterakan 

pegawai purna tugas di STIE/ABA Pignatelli Surakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan, dan manfaat 

penelitian adalah.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk  mendeskripsikan   hak  dan  kewajiban  peserta  Yadapen  lembaga-

lembaga Pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta.

b. Untuk  mendeskripsikan  pemenuhan  kesejahteraan  pegawai  lembaga-

lembaga pendidikan katolik melalui Yadapen.

c. Untuk  mengetahui  model  program  kesejahteraan  yang  tepat  dalam 

mensejahterakan pegawai purna tugas di STIE/ABA Pignatelli Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi 

Yadapen  khususnya  di  lembaga-lembaga  Pendidikan  Katolik,  sebagai 

bahan  masukan  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  hak  dan 

kewajiban peserta

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Yadapen dan 

Peserta  Yadapen   khususnya  di  lembaga-lembaga  Pendidikan  Katolik 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai yang purna tugas.

c. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dalam 

memutuskan model  yang  ideal  dalam mengelola  Yadapen khususnya  di 

lembaga-lembaga Pendidikan Katolik.
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D. Kerangka Pemikiran

Pensiun  merupakan  kesinambunan  penghasilan  hari  tua  yang  disatu  sisi 

pada dasarnyamenjadi hak atau merupakan kepentingan bagi semua orang, dan sisi 

yang  lain  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  orang  untuk  mempersiapkan 

terlaksananya perolehan kesinambungan penghasilan haru tua tersebut, ketika yang 

bersangkutan masih berada dalam usia produktif dan memiliki penghasilan.  Oleh 

karena itu, setiap orang terikat kepada keharusan atau kewajiban untuk ikut serta di 

dalam penyelenggaraan program pensiun publik oleh pemerintah.

Untuk mendukung  program tersebut  maka  lembaga-lembaga  pendidikan 

katolik membentuk Yayasan Dana Pensiun Lembaga-Lembaga Katolik. Untuk itu 

dalam penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  hak  dan  kewajiban  peserta  peserta 

Yadapen  lembaga-lembaga  Pendidikan  Katolik,  khususnya  di  STIE/ABA 

Pignatelli Surakarta dan bagaimana pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-

lembaga pendidikan katolik melalui Yadapen.  Selain itu dalam penelitian ini akan 

mengkaji  model  dana  pensiun  yang  tepat  bagi  lembaga-lembaga  pendidikan 

katolik membentuk Yayasan Dana Pensiun Lembaga-Lembaga Katolik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian  tentang  Yayasan  Dana  Pensiun  (Yadapen)  dalam  Perspektif 

Kesejahteraan  Purna  Tugas  sepanjang  pengetahuan  peneliti  belum  pernah 

dilakukan, namun penelitian sejenis pernah dilakukan oleh: Silitonga, Nita Matio, 

dan Halim, A. Ridwan (1995), dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Mengenai  Peranan  Yayasan  Dana  Pensiun  Perkebunan  Dalam  Memberikan 

Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan PT. Perkebunan”, secara singkat hasil penelitian 
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menyimpulkan  bahwa:  Persoalan  Jaminan  Kesejahteraan  Hari  Tua  karyawan 

merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan pada masa sekarang ini, karena hal 

ini menyangkut masalah kehidupan seseorang apabila ia sudah tidak bekerja lagi 

karena  usianya  sudah  Ianjut  dan  harus  pensiun.  Oleh  karena  itu  diperlukan 

perhatian  dari  Pemerintah  untuk  memperhatikan  kesejahteraan  hari  tua  bagi 

karyawan yang bekerja di BUMN dan swasta. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada fokus 

penelitian, dimana dalam penelitian Silitonga, Nita Matio, dan Halim, A. Ridwan 

(1995),  memfokuskan  pada  tinjauan  yuridis  pelakanaan  yadaspen  di  PT. 

Perkebunan,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  memfokuskan  pada  perspektif 

Kesejahteraan Purna Tugas karyawan STIE/ABA Pignatelli. 

F. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  empiris  yaitu 

penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji data 

sekunder serta penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data-

data primer yang sangat berguna untuk melengkapi data sekunder. 
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2. Bahan Penelitian 

Adapun penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan data guna 

menjawab permasalahan terbagi menjadi:

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara 

mempelajari  berbagai  referensi  dan  bahan  kepustakaan  lainnya  yang 

berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Bahan  hukum  yang 

digunakan dalam tahap ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan  Hukum  Primer.  Bahan  hu  kum primer  adalah  bahan  hukum 

pokok yang mengikat  penulis  di dalam pembahasan penelitian,  yang 

terdiri dari:

a) Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  nomor:  344/kmk.017/1998, 

tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan RI nomor: 227/

kmk.017/1993  tentang  tata  cara  permohonan  pengesahan 

pembentukan  dana  pensiun  pemberi  kerja,  penyesuaian  yayasan 

dana  pensiun  dan  pengesahan perubahan peraturan  dana  pensiun 

dari dana pensiun pemberi kerja.

b) Akte  Notaris  Frederik  Alexander  Tumbuan  Nomor  30;  dan  16 

Februari  1977 YADAPEN disahkan Menteri  Keuangan Republik 

Indonesia dengan Nomor: O14/MK.6/1977

2) Bahan Hukum Sekunder.  Bahan hukum sekunder,  yaitu  bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-

buku, makalah, mimbar hukum, internet, berbagai hasil penelitian dan 

artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier  yaitu  bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer 

dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamu besar bahasa Indonesia 

dan kamus bahasa Inggris. 

b. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

di  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh 

langsung dari responden maupun narasumber.

1) Lokasi Penelitian, lokasi penelitian pada Pegawai STIE/ABA Pignatelli 

yang purna tugas, dan di Kantor Yadapen Lembaga-Lembaga Katolik 

Semarang. 

2) Subyek Penelitian, Subyek penelitian ini dibagi menjadi:

a) Responden,  responden adalah  pihak-pihak yang  terlibat  langsung 

dalam  permasalahan  yang  diangkat  di  dalam  penelitian  ini. 

Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengurus  Yadapen 

Lembaga-lembaga  Katolik  Semarang,  dan  Pegawai  STIE/ABA 

Pignatelli yang Purnatugas. 

b) Narasumber,  narasumber  adalah  pihak-pihak  yang  mengetahui 

mengenai  permasalahan  yang  diangkat  di  dalam  penelitian  ini, 

namun tidak terlibat langsung di dalam permasalahan. Pihak yang 

dijadikan narasumber di dalam penelitian ini adalah Direktur STIE/

ABA Pignatelli dan Pegawai aktif STIE/ABA Pignatelli Surakarta. 

3) Cara  Pengumpulan  Data.  Cara  pengumpulan  data  yang  digunakan 

adalah wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab dan diskusi 
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secara langsung dengan responden dan narasumber, kemudian mencatat 

garis besar hasil tanya jawab dan diskusi tersebut. 

4) Alat  Pengumpulan  Data.  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan 

adalah pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan 

ditanyakan  pada  responden  dan  narasumber  namun  tidak  menutup 

kemungkinan  diajukannya  pertanyaan-pertanyaan  lain  yang  tidak 

terdapat  dalam  daftar  pertanyaan  tersebut  sepanjang  masih 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3. Analisis Data

Data  yang  dianalisis  tidak  lepas  dari  variabel  penelitian.  Variable 

penelitian ini  adalah objek penelitian,  atau apa yang menjadi  titik  perhatian 

suatu penelitian. 4 Menurut Abdulkadir Muhammad, “rumusan masalah dibuat 

sekhusus  mungkin,  tetapi  tetap  mencerminkan  adanya  hubungan  antara 

variable.  5 Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka dapatlah ditetapkan 

variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Hak dan kewajiban Peserta Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik, 

khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta

b. Pemenuhan  kesejahteraan  pegawai  lembaga-lembaga  pendidikan  katolik 

melalui Yadapen

c. Model program kesejahteraan yang tepat dalam mensejahterakan pegawai 

purna tugas di STIE/ABA Pignatelli Surakarta

4  Suharsimi Arikunto, 1989, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. 6, Jakarta: Bina Aksara, hal. 89, 
90, 92.

5 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 62
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Data yang telah diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun 

penelitian  lapangan,  diseleksi  kemudian  disusun  secara  sistematis  sehingga 

akan  memudahkan  penelitian  di  dalam  penelitian  ini.  Setelah  semua  data 

disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis  dengan menggunakan 

teknik  elaborasi.  Teknik  elaborasi  merupakan  model  yang  memberikan 

gambaran yang jelas terhadap logika analisis sebab akibat atau kausal dalam 

penelitian sosial. 6

4. Jalannya Penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap  Persiapan.  Tahap persiapan  dimulai  dengan pengumpulan  bahan-

bahan  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan 

dikaji  dalam penelitian.  Setelah  itu,  penulis  menyusun usulan penelitian 

dan kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing guna menyempurnakan 

penelitian  yang  telah  direncanakan.  Pada  tahap  ini,  penulis  pun  akan 

mengurus surat izin penelitian. 

b. Tahap Penelitian 

1) Pelaksanaan penelitian lapangan 

Melakukan wawancara dengan responden dan narasumber berdasarkan 

pedoman wawancara yang telah disusun pada tahap persiapan.

2) Pelaksanaan penelitian kepustakaan 

Mengumpulkan data dan melakukan kajian atas keseluruhan data yang 

terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. 

6  Earl Babbie, 2004, Statistik Terapan Untuk Penelitian. Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press
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c. Tahap Penyelesaian. Tahap ini merupakan tahapan akhir dari keseluruhan 

tahapan penelitian,  pada tahap ini  penulis  menyusun laporan akhir  yang 

selanjutnya  dikonsultasikan  kepada  dosen  pembimbing  serta  diakhiri 

dengan persetujuan laporan akhir tersebut oleh dosen pembimbing untuk 

diuji guna mempertahankan hasil penelitian dalam bentuk tesis.

G. Sistematika Tesis

1. Bab I : Pada  bab  I  Pendahuluan,  menguraikan  latar  belakang  masalah, 

rumusan  masalah,  tujuan  penelitian  dan  manfaat  penelitian, 

kerangka  pemikiran,  keaslian  penelitian,  metode  penelitian  dan 

sistematika tesis.

2. Bab II : Berisi tinjauan pustaka tentang sistem penggajian, dana pensiun. 

Program pensiun di Indonesia.  Tinjauan tentang Yayasan Dana 

Pensiun  (Yadapen)  lembaga-lembaga  Katolik.   Kreiteria 

Kesejahteraan.   Program  Kesejahteraan.   Tinjauan  tentang 

Perjanjian, dan Penelitian terdahulu.

3. Bab III : Menguraikan gambaran umum lokasi Penelitian terdiri dari: letak 

geografis, Luas wilayah,  topografi dan iklim, Yadapen lembaga 

Pendidikan Katolik, ABA St. Pignatelli Surakarta

4. Bab IV : Memuat  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang:  hak  dan 

kewajiban  peserta  Yadapen  Lembaga-Lembaga  Pendidikan 

Katolik khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta, pemenuhan 

kesejahteraan  pegawai  lembaga  pendidikan  katolik  melalui 

Yadapen, dan model program kesejahteraan dana penisiun.

5. Bab V : Penutup berisi simpulan dan saran.
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